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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

m

Setelah berjuang selama empat dasawarsa, Bangsa
Indonesia menghadapi suatu masalah yang sangat asasi.
Ketika akhirnya mereka sampai ke gerbang kemerdekaannya
pada tahun 1245: negara ini hendak didasarkan atas wel~-
tanschauung apa? Fertanvaan tersbut sangat erat Ekai-
tannya sebagai upava untuk memenuhi beberapa syarat
herdirinya negara baru.

Suatu masyarakats baru dinamakan negara Jika
memenuhi beberapa syarat yang merupakan anasirnya.” Ada

- tiga syarat vang penting, vaitus (1) adanva rakyat yang

1. Istilah negara berasal dari perkataan latin
status (state dalam bahasa Italia, etat dalam babasa
Ferancis dan State dalam bahasa Ingris). HMenuwrut BGiya

Gokalp; "megara berarti suatu otoritas publik Yang
mempunyai kekuasaan untuk memaksakan  peraturan—peraturan
hukumnya atas individu-individue vang keselamatannya di

bawah naungan (negara itw). Fandapatnya Giva Gokalp dalam
bukw Islam dan Masalah Kenegaraan (Byafi’'i Maarif,1996:12)
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bercita-cita untuk bersatu, (2) adanya daerah tertentu,
{3) adanva pemerintah yang'berdaulat {(Sutomeg, 1993:25)

Untuk menyatukan ketiga unsur feksebuts menurut
Munawir Syazali perlu adanva sistem politik., vyaitu
suatu - konsepsi  antara 1éin ketentuan tentang siapa
sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana  kekuasaan
tersebut; apa dasar’' dan bagaimana cara-cara untul
menentukan kepada siapa kewenangan melalksanakan kekua-
vsaa% itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tang-
guing Jjawab tersebut (Munawipr,1993:2-3)

l.ebih lanjut David Easton menvatakan pula bahwa
sistem politik dapat diperkenalkan sebagai perangka
interaksi vang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku
Smﬂial melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara
Dtmfafif kepada masvarakat (Harvanto, 1982:2)

Dengan adanyg sistem politik dalam suatu negara;
berarti berdirinva suatu negara memiliki dasar  negara.
Seorang penulis bernama Fauwl Renan, menyatakan bahwa
u“dasar negara ialah keinginan para warga untuk bersa-—
tu (Prcjodikorosl981=;7) yang selanjutnya akan dijadi-
kan ideologi bagi bangsa tersebut, vang .merupakan

7

‘dasar filosofi’ bagi negara yvang bersanghkutan.
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Sistem politik di Indonesia merdeka mulai diba-

ngun setelah 3% (tiga setengah) tahun Indonesia dijzjah

oleh Jepang. Fendudukan Jepang tersebut telah memperte-—

bal pertahanan fisik

dan rohani. terbinanva asas
juangan ko  dan non serta mendekatkan pada Indonesia
merdeka. Setelah menaglami masa penjajahan selama tiga
setengah abad. Mula-mula Jepang mendirikan ‘Dokoritsu
Junbi Chosakai’ atauw Badan Fenyelidik Usaha—usaha
Kemerdekaan Indonesia (BFUFEKI) pada tanggal 22 April
1245%. Oleh Jepang. usaha membentuk Badan Fenyelidik
ini dimaksudkan agar Jepang mendapat  bantuan dari
bangsa kita untuk menghadapi perang Asia Timur Rava.
Mamun tujuan itw berhasil dibelokkan dari para pejuang
bangsa kita. Bad

]

n FPenyelidik bertugas antara lain
menyusun rancangan ketatanegaraan Indonesia merdeka

pada kelak kemudian hari.

Eeanggotaan Badan Penyelidik ini sangatlah
komplek.

Hal itu dimaksudkan agar pluralisme masyatakat

Indonesia terwakili

aspirasinya dalam meawujudkan

rancangan ketatanegaraan Indonesia.

Fetika membicarakan tetang dasar negara Indone-
sia, para wakil rakyat terbagi ke dalam dua kelompok



besar. Yakni “nasionalisme Islami” dan "nasionalis
sekuler".z

Fedua kelompok tersebut, masing-masing mempunyai
akar dalam sejarah perkembangan gerakan nasionalis
dalam paruh pertama abad ini. Ferbedaan pandangan dari
kedua kelompok tersebut berawal dari perbedaan pijakan.

Menurut para nasionalis sekuler perjuangan kemerdekaan

ini diawali sejak berdirinya Budi Oetomo tanggal 20 Mei

1908, vyang dianggap sebagai organisasi pertam ol

i

antara bangsa Indonesia yang disusun dengan bentuk

modarn dan vang besar artinva. Dari inilah kemudian

muncul  gerakan—gerakan sekuler lainnya. seperti PNI
(tahun 1927). Fartindo (1931) . Farindra (1235).dan

Gorindo (tahun 1937). Gerakan—gerakan ini lahir sebagai

b —

i 2. Istilah ‘nasionalis Islami’ (Izslamic nationa-
list+s) dalam tulisan ini menunjuk kepada nasionalis vyang
berjuang berdasarkan Islam dan berpandangan bahwa negara
dan masyarakat harus diatuwr Islam, sebagai agama dalam
arti vang luas, mengatur bukan hanya hubungan manusia
dengan Tuhan, melainkan juga hubungan antara sesama manu-
sia, serta sikap manusia terhadap lingkungannya. Dan
istilah ‘nasionalis sekuler’ (seiuler nationalizts) menun-
juk  kepada mereka muslim, kristen, dan lain-lain -~ vyang
berpegang kepada pemisahan secara tegas antara negara dan
agama (kedua istilah tersebut meminjam dari Endang Saifud-
ldin Anshori,1997:7). Dan tidak termasuk istilah sekuler
dalam pandangan Nurcholis Madjid.
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reaksi dari kolonialisme dan ingin menciptakan Ind&ne~
sia merdeka berdasarkan ‘kebangsaan’ (Endang Saifu-
din, 199433

Sementara o i B kelompok nasionalis Islami
LIMUmny & barp@ndapat bahwa berdirinva Serikat (Dagang}
Islam tanggal 14 Oktober 1905 adalah titik tolak per-
gerakan perjuangan—-perjuangan kemerdekaan. Bahkan ada
vang mengklaim bahwa perjuangan untuk kemerdekaan itu
bermula jauh sebelum abad ke-20 ini. Yakni pada masa
perjuangan Diponegoro, Imam Bonjol, Cik di Tiro, dan
lain-lain.

Mengenai superioritas Islam dalam persepektif
sejarah dikemukakan oleh Hamka (Masyumi). Ferjuangan
untuk menegakkan cita-cita sejak lama dari semua gera-
kan‘ Islam di Indonesia, yaitu sejak abad ke-1. Hamka-

menyebut nama-nama pahlawan -Pangeran Diponegorn, Imam

Honjol. Tauﬁu Cik Ditiro, Pangeran Antasari, Sultan
hasanuddin  dan lain-lain-yang telah berperang melawan
kolonialisme Belanda dalam rangka menciptakan suatu
negara berdasarkan Islam. Dalam kaitan inilah, kata
Hamka, bahwa apa vang diperjuangkan oleh wakil-wakil
Islam dalam majelis adalah semata-mata untuk merealisa-
sikan keinginan yang sudah dipendam lama oleh para

pahlawan di atas dalam konteks abad ke-20.
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Berbeda  dengan Budi Ostomo yang secara  sosio-

Eultuwral hanva menarik orang-oirang terpelajar dari

orang-orang ningrat di Jawa Tengah, Serikat Islam sudah

sejak berdirinya diarahkan =ebagai gerakan rakyat
jelata dengan ruang lingkup Indonesia. Kemudian

namanya diubah menjadi Fartai Serikat Islam Hindia
Timur'tl?EE}q lalu menjadi Fartai SBerikat Islam Indm;
nesia (1929). Pada tahun 1932 Persatuan muslimin Indo—
nesia berdiri di Sumatra.

Ferbedaan vang mencolok antara nasionalls seku-

i}

ler dan nasionalis  Islami d t kita maklumi dari

L1
L} i

L[4
adanya dua jalur pendidikan nasional dengan dua tipe
jatan pikiran, sesuai dengan latar belakang pendidikan-—
nva. Pertama, dalur pendidikan Barat yang intelektua-
lis, rasionalis, elitis, dan perorientasi pada birckra-
2i. Kedua, jalur pendidikan model pesantren yang rele-
gius cenderung dokmatis, atau paling tidak dektriner
.
populis dan berorientasi politik (Rusli
Karim,1985%:168). Dengan demikian keduanya mengalami
kesulitan berkomunikasi satu sama lain dalan merumushkan
ideologi, pelitik, strategi, maupun teknik membangun

bangsa yang hendak diwwjudkan.




Dalam kondisi demikian itu, muncul sosok  Abdul
V'Nahid Hasyim, seorang pemimpin muda vang lahir dari
Bawah, amnak pesantren vyang bisa ditampilkan dalam
gelanggang perjuangan nasional. Dalam perjuangannya A.
Wahid Hasyim secara luwes memperjuangkan kepentingan
nasional tanpa mengorbankan prinsip yang menjadi keva-
kinan umat Islam Indonesia (Safi’i Maarif,1988:184)
Konsep dasar dari orientasi KH.A. Wahid Hasvim
untuk memperjuangkan berlakunya hukum Islam di  tanah

air adalah orientasi lembaga kekuasaan politik, sebab

- o

dengan lembaga itu maka hukum Islam lebih dimungkinkan
untuk dapat difungsikan karena memang ada elemen—elemen
syari’ah Islam yang memerlukan perangkat lembaga kekua-
saan politik (Ali Haidar,1994:97)

Orientasi perjuangan kKH.A. Wahid Hasyvim terssbut
tidaklah berlebihan jika dilihat dari sejarah masa lalu
di Indonesia. Indonesia telah lama pula memiliki tradi-
5i dimana kerajaan-kerajaan memang menjalin  agama
dalam kehidupan masyarakat dan politik. Misal di ne-
gara-negara Hindia, seperti Sriwijava dan Mojopahit
(Deliar Noer,198B:4)

Fearjiuangan KHQQ: Wahid Hasyim untuk memberlaku—.

kan hukum  Islam di tanah air pada saat menjelang




kemerdekaan, lebih terfokus pada perjuangan ideologi
negara atau dasar negara. Kesempatan vang diberikan
kepada kEH.A.Wahid Hasyvim (seﬁagai wakil dari NU)Y di
BPUPKTI di gunakan sebaik-baiknya untulk meletakkan dasar
ideologi Islam di alam Indonesia merdeka.

Sidang BFUPKEI mengalami perdebatan sengit ketika

ajam

r

membicarakan masalah dasar negara. FPerdebatan
antara nasionalis sekuler dan nasionalis Islami
menghantarkan pada perlunya panitia khusus. Fanitia
vang membicarakan perdebatan lebih lanjut, maka diben-—

n

tuklah "FPanitia Sembilan" vang diketuai oleh Soskarno
{(Yamin,1259:1158). Eeanggotaan Fanitia Sembilan ini
diharapkan mampu mewakili pluraisme paham dan agama di
Indonesia. Fanitia vang beranggotakan Sembilan orang
ini terdiri-dari seorang tokoh Kristen moderat dan
toleran: A.AR. Maramis, sedangkan delapan vang lain
beragama Islam, meskipun berbeda ideologi politik.
Soekarno, Acmad Bubarjo, dan Yamin mewakili ideologi
politik nasioanalisme, sedangkan Abikusno, Kahar Mudza-
kir, Salim dan Wahid hasyim adalah pendukung aspirasi
politik Islam. Empat vang terakhir ini Jika dilihat
dari sub-golongan Islam, maka kita akan mendapat gam-

baran sebagai berikut: Abikusno berasal dari £1, Kahar



Mudzakir berasal dari Muhammadiyvah, Salim dari 85I~
Fenyegar. dan A.Wahid Hasyim dari Nu.

Setzlah bergumul lebih kurang 21 hari, akhirnva

-

pada tanggal 22 Juni 1945 suatu sintesis dan kompromi

mn
in

dapat diwujudkan antara dua pola pemikiran yang berbeda
itu. Sintesis inilabh yang disebut dengan "Fiagam
Jakarta". EFUFKI Berakhir setelah berhasil menyusun
Rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia, .yang terdiri
dari tiga bagaian, yaitu (1) pernyataan; {(2) pembukaan
vang memuat Fancasila Eecéra lengkap. (3) batang tubuh
Undang-undang Dasar vyang tersusun atas pasal—-pasal.
Sidang penutupan BFUFKI tanggal 17 Agustus 1945 Soe—

Larno-Hatta,1924:40)

Hasil kompromi vyang telah diupayakan dengan
susah payah berupa Piagam Jakarta ini. akhirnya dapat

diubah dengan keberatan seorang kristen yang mewakili

Indonesia bagian Timur.

Identifikasi Masalah
Dari latar belakang tersebut, masalah—masalah
vang timbul dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar negara dari wakil golongan

Telam?
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2. Bagaimana konsep dasar negara menurut nasionalis
sekuler?
Z. Bagaimana usaha para nasionalis dalam memperiuangkan

~}

konsep ideclogi mereka”

4, ﬁanéep dasar ideologi apa yang diperjuangkan oleh
EH.AWahid Hasyim?

S. Apa vang melatarbalakangi ide pemikiran KH.A. Wahid
Hasyim tentang ideulgi tersebut?

&. Bagaimana cara KH.A Wahid Hasyim dalam memperjuang-

kan iideologi tersebut?

7. Bagaimana peEran ideologi vang diperjuangkan
FH.A.Wahid Hasyim dalam penyusunan dasar negara
Indonesia merdelka?

Batasan Masalah

Fenelitian ini membahas peran perjuangan kH.A.

Wahid Hasyim dalam memperjuangankan ideclogi Islam
dalam penyusunan dasar negara atau ideologi nasional
Indonesia pada awai kemerdekaan Indonesia,; dalam wadah
perjuangan BFUFKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persia-
pan Kemerdekaan Indonesia) dan FPEKI (Fanitia Persiapan
Hemerdekaan. Indonesia)5 Serta keikutsertaannvya dalam

penandatangan Fiagam Jakarta oleh Panitia Sembilan.
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Perumusan Masalah
Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan
sebagail berikuts:
1. Ragaimana konsep dasar negara menurut KH.A. Wahid
Hasyim?

. Bagaimana peran perjuangan EH.A. Wahid Hasyim dalam

Tl

penvusunan dasar negara RI?

Tujuan Penelitian
Fenelitian dalam gkriﬁai ini bertujuan untuk
mengadakan kajian tentang peran perjuangan KH.A. Wahid
Hasvim dalam penyusunan dasar negara RI. Secara tegas
tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
1. Mendiskripsikan konsep dasar negara yang diajukan
oleh kH.A6. Wahid Hasyim untuk Indonesia merdeka.

2. Menganalisa peran perjuangan EH.A. Wahid Hasyim

dalam penyusunan dasar negara RI.

Signifikasi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

dimanfaatkan sekurang—kurangnys untuk:

1. Memperkava hazanah pengetahuan tentang idenlogi

negara, khususnya menurut KH.ALWahid Hasyim  dan
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tentang perjuangan dalam sidang penyvusunan dasar
negara RI., dan dapat digunakén untuk baharn peneli-
tian lebih lanjut.

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menafsirkan
secara benar makna dan tujuan dari dasar negara

Republik Indonesia.

Data Yang Dihimpun

Dalam penelitian ini memerlulkan data-data seba-

gai berikut:

1!

J

e

L]

o +a

i~

Data tentang riwavat hidup KH.A. Wahid Hasvyim

Data tentang pendidikan kKH.A.Wahid Hasyim

Data tentang karir perjuangan politik EKH.A.Wahid
Hasy im

Data‘tentamg perjalanan sidang BFUFKI dan FPPEIL

Data tentang ideologi negara

Data tentang‘hubungan antara Islam dan politik

Data tentang perjivangan KH.A.Wahid Hasyim sebagai
wakil Islam dalam BFUFKI dan FPKI

Serta data—data lain vang besrkaitan dengan pembaha-

San
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Sumber Data

Data vang dihimpun dalam skripsi ini

I
2
[
T
0
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e
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g
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leh dari sumber data sebagai berikut:

1. Bejarah riwavat hidup EH.A.Wahid Hasvim dan karangan
tersiar. Aboebakar Aceh

2. Menjelang Indonesia Merdeka tulisan EH.A. Wahid

Hasyim

« kKaliodoskop Folitik di Indonesia. Syaifidin Zuhri

4. Himpumnan risalah sidang BFUPKI dan PPKI. Sekertariat
negara RI.

. Mazkah persiapan UUD 1245, M. Yamin

& Islam dan politik di Indonesia. Syafi’i Maarif

7. Dibawah bendera Revolusi. Ir. Soekarno

8. Serta buku-buku lain yang memuat data yang dibutuh-

kan

Metode Penelitian
Fenelitian ini adalah penelitian kepustakaan

(bibliografi research). Data vang berhubungan dengan

sejarah dan perjuangan KH.A.Wahid Hasvim dalam penyusu-

nan dasar negara RI. didiskripsikan lalu dianalisa
latar belakangnvya. Dengan demikian penelitian ini

terwajub diskriptif historis analitik.
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Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat dipahami

)

dengan mudah, maka perlu disusun suatu sistematika
sebagail berikut:

Bab pertama berisi pendabuluan, meliputi: latar
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masa-
lah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi
penelitian, data yang dihimpun. sumber data, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang ideclgi
negara, meliputi: pengertian ideologi negara, ideclogi
negara menurut Islam, dan ideoclogi atau. dasar negara di
Indonégiau

Bab ketiga membahas KH.A. Wahid Hasyim dalam
penyusunan dasar negara, dengan sub bab: biografi KH.A.

Wahid Hasvim, konsep dasar negara menurut EH.A. Wahid

Hasyim, dan peran perjuangan EH.A. Wahid Hasvim dalam
" p . y

0
1]

penyusunan dasar nega%a RI.

Fada bab hkeempat, berisi analisa peran perjua—
ngan kH:A.Wahid Hasyim, diawali dengan analisa konsep
dasar negara menurut KH.A.Wahid Hasyim, dan peran
perjuangan KH.A.Wahid Hasyim dalam penyusunan dasar
negara RI.

Fada bab terakhir, kelima merupakan bab penutup

vyang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.



